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Abstrak
 

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai pemekerjaan pekerja/buruh dengan sistem

perjanjian kerja waktu tertentu dan pemutusan hubungan kerja sebagai akibat berlarutnya tindakan

merumahkan pekerja/buruh oleh perusahaan dan implementasi pengaturan-pengaturan termaksud di dalam

praktiknya. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan cara meneliti

bahan pustaka atau data sekunder yang memuat norma hukum tertulis. Selain itu, penulis juga melakukan

wawancara untuk dijadikan data pendukung dalam penulisan ini. Hasil penulisan ini diperoleh kesimpulan

bahwa pengaturan mengenai pemekerjaan pekerja/buruh dengan sistem PKWT dan pemutusan hubungan

kerja telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Kepada Pimpinan

Perusahaan di Seluruh Indonesia Nomor 907 Tahun 2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja

Massa dan belum ada pengaturan mengenai PHK sebagai akibat kondisi ekonomi perusahaan yang baru

merugi. Selain itu, implementasi pengaturan-pengaturan belum dilaksanakan dengan tepat. Penulis

merekomendasikan adanya sosialisasi pada pihak-pihak terkait tentang pemekerjaan dengan sistem PKWT

dan sebab-sebab pemutusan hubungan kerja, pengawasan mengenai pemekerjaan pekerja/buruh dengan

sistem PKWT dan kejadian pemutusan hubungan kerja untuk menghindari terjadinya penyimpangan-

penyimpangan, dan dibuatnya peraturan peraturan terkait PHK dengan kondisi ekonomi lain di luar yang

sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk mengakomodir kasus seperti yang terdapat

dalam putusan.

......

This writing aims to determine the regulation concerning the employment of workers laborers with a system

of certain time labor agreements and termination of employment as a result of the protracted action of laying

off workers laborers by the company and the implementation of such arrangements in practice. This writing

uses normative legal research methods, namely by examining library materials or secondary data that

contains written legal norms. In addition, the authors also conducted interviews to be used as supporting

data in this writing. The results of this writing concluded that the regulation concerning the employment of

workers laborers with fixed term contract system and termination of employment has been regulated in

legislation, namely Law Number 13 Year 2003 on Manpower and Circular Letter of the Minister of

Manpower of the Republic of Indonesia to the Company Leadership in All Indonesia Number 907 Year

2004 on the Prevention of Termination of Mass Relations and there is no regulation regarding layoffs as a

result of the economic condition of the newly losing company. In addition, implementation of the settings

has not been properly implemented. Related to this the authors recommend the socialization to the parties
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concerned about the employment with fixed term contract system and the causes of termination of

employment and the supervision of the employment of workers laborers with fixed term employment

contract system and the occurrence of termination of employment to avoid the occurrence of irregularities

and the making of regulations related to layoffs with other economic conditions beyond those specified in

the legislation to accommodate cases as contained in the verdict.


